LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2 Tahun 2010 Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011- 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa untuk menentukan arah kebijakan, serta
prioritas program dan kegiatan pembangunan
yang akan dilaksanakan secara bertahap selama
lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 perlu disusun rencana pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2011-2015;
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Mengingat:

1.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
rencana pembangunan jangka menengah daerah

ditetapkan dengan peraturan daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sleman Tahun 2011-2015;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
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10.

11.

Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan
Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
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Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati ialah Bupati Sleman.

4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

dan Kecamatan.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sleman.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-
2015, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sleman untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2011 sampai dengan
tahun 2015.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sleman.

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta

program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan mendasarkan pada arah

pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2006-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.
b.

pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Stategis SKPD; dan
pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.
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Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran
Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Apabila terjadi hal diluar kendali Pemerintah Daerah dan diperkirakan
dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah
kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali

dan hasilnya dikonsultasikan kepada DPRD.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Nopember 2010
BUPATI SLEMAN,

Capl/ttd

SRI PURNOMO
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Diundangkan di Sleman

pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 2
SERIE



Seri E Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2011-2015

. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program-program
pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan
pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan
sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan
daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem



Seri E Nomor 2 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2010

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala
daerah terpilih yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM

Nasional.

Sesuai amanat dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah tentang RPJMD
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah
dilantik. Berdasarkan hal dimaksud perlu dibentuk Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sleman Tahun 2011-2015.

RPJM Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 merupakan
kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan dibawah
kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan
sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. RPJM tersebut diarahkan untuk
menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJM Kabupaten
Sleman Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan untuk
periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan
program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi
daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025.
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Selanjutnya RPJM menjadi arah dan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
bagi satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sleman.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “diperkirakan dapat menghambat
pelaksanaan RPJMD” adalah keadaan tertentu yang
disebabkan antara lain oleh bencana dan atau perubahan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak
dapat dilaksanakannya atau perlu dilakukan penyesuaian
terhadap program-program dalam RPJMD vyang telah
ditetapkan.
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Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman

Hery Dwikuryanto, S.H., M. Hum
NIP. 196407101993031012



